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BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
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TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARTAMAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4], Pasal 22
ayat (2], Pasal 26 ayat (2] dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomar |
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

+ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19949
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Parniaman di Provinsi Sumatera Barat [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288),
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Undang-Undang  Momae A8 Tabion 2O tepilarig Faobimasei
Kehnkiman (Lemmbotan Negorn Fognldile Tpomientin Tabing Ao
Nomor 157, Tambaban Lembwnn Negiin Pegsilaib Bk sl
Nomaor HO760);

Undlung Undang  Nomeor 103 Toubtipr 001 beagbingige P gimpigeniinii
Fakir Miakin [Lemilmann Negmtn Begailadib Divelogie sl Tl M0
Nomor B3, Tambubhan Lembooni Megor s Fepuabibile  Dparkeenin de
Mommor H205);

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentong  Hantiin
Hukum (Lembaran Negiats Bepublil Tndonesin Tabiiy 200
Nomor 104, Tamlmhon Lembsran Negarn Pegmilidibe Tipelva s
Nornor 5248);

Undang-Undang Nomor 23 Tabian 2004 teabmig Peggepdnitnlii
Daerah [Lembaran Negarn Hepublik  Indonesin Tabon 2004
Nomor 244, Twmbmhan Lembaran Negarn Fepoilibile Do sl
Nomor 5587) sebagadmana telah diubab belwngn kall teonkbi
dengan  Undang-Undang  Nomor 9 Tehun 20005 tentaig
Perubahan Kedua Atas Undang:Undang Nomear 28 Tabiin 2004
tentang Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negaon  Begrilidil
Indonesin Tahun 2015 Namor 58, Taimbaban Lemlarnn Ne g
Republik Indonesia Nomor 5679),

Pernturan Pemerntah Nomor 17 Tabon 1980 testangg Pes ol
Batas Wilayah Kotamadys Daerah Tinghat 11 Padang (Lembatan
Negara Republik Indonesin Tabun 1980 Nomor 25 Tambobhon
Lembaran Negarn Republik Indoneta Nomior 3104);

Peraturan Pemerintah Nomaor 42 Tahun 20003 tenbang Dyaral ian
Tata Cara Pemberinn Bantuan Hulkum dan Penyalioran Dhana
Bantuan Hukum [Lembaran Negain Republik Indonesia Talin
2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran  Negoa  Bepubilik
Indonesia Nomor 54.21);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Doasrah  seboagalmang el
diubah beberapa kali terakhir dengan Pernturan Meniedl Dalam
Negerd Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kedun Atos
Peraturan Menterd Dalam Negerd Nomaor 13 Talian 2000 tevlang
Pedoman Pengelolann Keunngan Daeial;

Petraturan Menterl Dalam Negerd Nomor 32 Tahun 2001 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yoog Decsiambe
Dart Anggaran Pendapatan dan Delanja Dasmmb sebagalmann
telah diubah beberapa kall dengan Peraturnn Mentesl Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubabian Ketign Alas
Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2000 tentmng
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Pecsoim e



D Anggaran Pendapatan dan Delanfa Daerah,

15, Pernturan Menterd Hukum dan Hak Asasi Manusin Nomor 22
Tahun 2003 temtang  Peraturan  Pelaksanann  Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Carn
Pemberian  Bantuan Hukum dan Penyaluian Dana Bantoan

Hukum;

16, Peraturnn Daerah Kabupaten  Padang  Pardamon Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukon  dan Susunen Perangkal

[daeralh

17, Pernturan Daerah Kabupaten Padang Paoisman Nomor 1 Tahun
20107 tentang Penvelenggaman Bantuan Hukuim,

MEMUTUSKAN ¢

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PERATURAN PMELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANC
PENYELENGOARAAN BANTUAN HUKUM
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1. Daerah adalay Kabupaten Padang Parlaman,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daemmh Kabupaten Padang
Pariaman sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Padang Pariaman,

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan
Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum,

5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang
miskin,

6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atag  organisasi
kemasyarakatan yang memberi lnyanan Bantuan Hukum berdasarkan Unedong-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

7. Pemohon Bantunn Hukum adalah erang, kelompok orang miskin atau kuasanya
yang tdak termasuk pemberd Bantuan Hukum, atau keluarganya  yang
mengajukan permohonan Bantuan Hukum,

8. Kepaln Bagian Hukum adalah Kepala Hagian Hukum  Sekretariat  Daerah
Kabupaten Padang Pariaman,

8. Advokat adalah orang yang berprofesi membert jasa hukum, baik i dalom
maupun di luar pengadilan yang memenuhl persyaratan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003,

10, Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan,
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Litgast mlalah proses penanganan perkarn bubum yang dilokobkon melalal jolor
pengalilan uniuk menyelesalkannya,

Nonhiigasl adaluh proses penanganan peckarn hikom yaog dilakoban oF Do
palur pengadilan untuk menyeleanikannya

Verfikas adalah pemenksaann atns kebenaran laporan, peoyvalonn, dan dekuime i
vang diserahkan oleh pemberd Bantuan Hukuin.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemben Bantuan Hukam yong dibesibon
oleh hementerian vang menyelenggarakan urisan pemedntahan di bidang hikoam
dan hak asast manusia untuk memberikan Hantuan Hukum,

Mediasl adalah penvelesalan peckara vang dilakukan oleh pihak ketiga, dilune
sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan

Ronsliasi adatah penyelesalan perkara vang dilakukan oleh pihak ketign, pilok
ketiga lebih akiil dalam penvelesalnn senghketn yang terjadl dinntarn parn pihiak
Anggamn Pendapatan dan Delanjn Daerah vang selanjutnyn disionghat AR,
adalah rencana keuangan tahunan pemerininhan  doerah vang disetojol aleb
Dewan Perwakilan Bakval Daerah,

CAnggaran penvelenggarman Bantuan Hukum  pdalah alokasi APRE untok

Penvelenggarman Bantuan Hukum.

Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  vang  selanjuinya  disinglar - DPA - adalah
dekumen vang memuat belanja dan pemblaysan yang diguonakan sebaginn oo
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran,

Panitia Pengawas Daeral slalah panitin yang melakukan pengawasan pem e
bantuan hukum sesuai dengnn ketentuan peraturan perundang - undangan,

HAR 1
PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Masal 2

(1) Pemberi Bantuan Hukum diselenggurakan oleh Pemevintah Daerahomelandol Bagian

Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberd Bantuan Hokum berdasarknn Peralirnn
Pupati ini.

(4 Penerima Bantuan Hukum adalah setlap orang atau kelompok orng miskin vong

tidak dapat memenuhi hak dasar secarn lnynk dan mandi,

(3 Masvarakat yang tidak dapal memenuhl hak doasiar secora layak dan mandie

sebagnimana dimaksud pada nyat 2 adalnh masyarakot yang tdak bisa memenuhi
kebutuhan  sandang, pangan, pelavanan  keseliton, pelavanan  peadidikan,
pekerfaan, berusaha dan /atau perumalian,

asul )

Pemberian Rantuan Hukum dilabsanabkoan oleb Pembecd DBantoan Holaim, vaog haoas

memenuhi syvarat
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b, terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. memiliki kantor atsu sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan

e, memiliki program Bantuan Hukum.,

BAB Il
STANDAR BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.

(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk penanganan :

i a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
b Bantuan Hukum secara non litigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Litigasi
Pasal 5
Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara :
fa. pidana;
h. perdata; dan
€. tata usaha negara.

Paragraf 1
Siandar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana
Paszal 6
{1} Penerima Baniuan Hukum secara litigasi dalam perkara pidana vang berstatus
nebagai :
i, teruangho,
b, terdakwa; dan/atau
. terpidana yang melakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa,

(2] Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum untuk perkara
pidana pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai
dlﬂ “nlkll : PLIATF H-l-w:ci--‘,;l,‘-lr_g /

n. penyidikan, "gl:ﬁ DA
b, penuntutan; dan

ik |F-|-l- __II:
ada0 HatUs)
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pendampingan dan/atau menjalakan kuasa dalam pemeriksaan dipengadilan
dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa dan/alau upaya
hukum luar biasa,

{3) Bantuan Hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat 2] melakukan :
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, membuat sural kuasa;

melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang hie.-rﬁtcm-mﬂ
dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan,

melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau
pemeriksaan di persidangan;

. membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima Bantuan

Hukum;
menghadirkan saksi dan fatau ahli;

melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesual
dengan permintaan penerima Bantuan Hukum; dan/atau

melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-

L1
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Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 7

{1} Pendfima Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata merupakan :

(2)

a. penggugat/pemohon; atau
b.tergugat/termohon.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat/pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

. membuat surat kuasa;

"
b. melakukan gelar perkara dilingkungan pemberi Bantuan Hukum;

x]

= 8

. membuat gugatan/permohonan;

. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses
pemeriksaan di persidangan;

. mendaftarkan gugatan/permohonan ke pengadilan;
mendampingi dan mewakili penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;

. mendampingl dan mewakili penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan
di persidangan;

. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;

f. membuat replik dan kesimpulan;

menyiapkan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;
dan/atau



(3

(2)

k. melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.

Bantuan Hukum vang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimakesad peels
ayat [1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan

a. membuat surat kuasa;

b. melakukan gelar perkara dilingkungan organisasi Bantuan Hukum,

¢. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses
pemeriksaan persidangan;

d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat medias,

e. mendampingi dan mewakili penerima HBantuan Hukum pada saat pemerikssan
di persidangan;

f. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksd dan/atau ahli,
g- membuat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan,

h. menyiapkan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan  kembeall,
dan/atau

i. melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usahia Negara
Pasal 8

Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara tata usaha neparn vang
merupakan:

a. penggugat; atau
b. penggugat intervensi.

Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaknud para
ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakulean :

a. membuat surat kuasa;
b. melakukan gelar perkara dilingkungan Pemberi Bantuan Hukum:
c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;

d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan [Tt
pemeriksaan di persidangan;

e. membuat gugatan/permohonan;

f. mendaftarkan gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata wsaha
negara;

g mendampingi dan/atau mewakili penggugat dalam proses dismissal, mediasi,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;




j- menyiapkan memor banding, memaor kasasd; dan/atau

k. melakukan tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.

Bagian Ketiga
Standar Bantuan Hulkum Non Litigasi
Pasal 9

(1) Bantuan Hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advekat, paralegal,
dosen, dan/atau mahasiswa [akultas hukum yang terdalar pada Pemberl

Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

{2) Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) berupa
a. penvuluhan hukum;
b. konsultasi hukum,
\ c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun elektronik;
d. penelitian hukum;
e, mediasi;
[. negosinsi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan diluar pengadilan; dan /atau

umen hukum.

Paragraf 1
Penyuluhan Hukum
FPasal 10
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (2] hurul »

a. ceramah;
b. diskusi; dan/atau

e, aimulasi.

i2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi
Bantuan Hukum dengan mengisi formulir,

(3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diajukan oleh perwakilan
kelompok vang diketahui oleh Wali Nagan di tempat tinggal pemohon Bantuan
Hukum.

(4} Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.,



Pasal 11
Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat
a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang;

b pelaksanaan penyvuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 [dua)
jam;
¢. penvuluhan hukum dilaksanakan ditempat kelompok orang miskin berada; dan

d. materi vang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan
kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 12

{1} Penvelenggaraan penyulubhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dilakukan oleh panitia vang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum,

{2] Penitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga)
Orang vang terdiri atas ;

a. 1 [satu) orang ketua;
b. 1 [satu) orang sekretans atau moderator; dan

c. | (satu] orang anggota vang merupakan perwakilan dar unsur advokat,
paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum vang terdaftar pada
Pemberi Bantuan Hukum.

{3] Panitia penvuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan
penvuluhan hukum.

i4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulia
dengan melampirkan :

a. surat permohonan darl pemohon Bantuan Hukum;
b. dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
c. absensi atau daftar hadir;
materi penyuluhan hukum; dan
e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.

{5} Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tercantum dalam Lampiran
yang merupakan hagian yang tidak terpizsahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paszal 13

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa
permohonan dari penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan Camat
atau Wali Nagari yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum dilokasi
pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.




Paragral 2
Konsultasi Hukum
Pasal 14

(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (2] hurul b,
dilakukan dalam rangka membantu mencan solusi penyelesaian masalah hukum
yang dihadapi Penenima Bantuan Hukum.

(2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum
kepaida Penerima Bantuan Hukum.

i3] Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh penerima Bantuan Hukum kepada
pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

{4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan |
isatu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap penerima Bantuan
Hukum vang sama.

{5) Hasil konsultasi hukum sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara
tertulis dengan menggisi fomulir konsultasi.

(&) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Investigasi Kasus
Pasal 15

(1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf ¢ dilakukan
dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen
vang berkaitan dengan kasus hukum yvang dihadapi oleh penerima Bantuan
Hukum.

{2} Investigasi kasus dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dan
F' penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

(3] Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada avat (1] dibuat dalam bentuk
laporan sesuai dengan formulir investigasi,

(4) Format formulir investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tercantum

dalam Lampiran yvang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dar Peraturan

 Bupati ini,
FAE NOOR NS

.'_',f"

Paragraf 4
Penelitian Hukum

Pasal 16

(1) Peneliti hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (2} hurul d
dilakukary, terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah
pemberi Bantuan Hukum vang bersangkutan.



(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitinn hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bagian

Hukum,

(3) Penelitian hukum sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian hukum,

(4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat
persetujuan dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati,

(5] Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

Peraturan Bupati ini.

Fasal 17

(1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1] dilakukan oleh
panitia vang dibentuk oleh pemberi Bantuan Hukum,

{2] Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 [satu) orang ketua dan
paling sedikit 2 (dua) orang anggota vang terdir atas unsur :

a. advokat;

b. paralegal;

. dosen; dan /atau

d. mahasiswa fakultas hulkum.

[3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah
ibidang ilmu hukum.

Paragraf 5
Mediasi
Pasal 18

hukum perdata atau hukum tata usaha Negara.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu penerima
Bantuan Hukum.

(3] Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4
(empat] kali pertemuan.

(4) Permohonan mediasi diajukan oleh penerima Bantuan Hukum dengan
melampirkan surat keterangan miskin.

(5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

(6] Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu} kali jika
kegiatan mediasi dilakukan terhadap penerima Bantuan Hukum yang sama.

(7} Dalam hal pertemuan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3 telah selesas,
pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi
dalam bentuk tertulis.



[8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragrafl 6
Negosiasi
Pasal 19

(1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf [ dilakukan
berdasarkan permohonan penerima Bantuan Hukum kepada pemberi Bantuan
Hukum.

(2] Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat]
kali pertemuan.

{3) Permohonan negosiasi diajukan oleh penerima Bantuan Hukum dengan
melampirkan surat keterangan miskin.

(4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam
berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi Bantuan Hukum dan
penerima Bantuan Hukum.

(5) Dalam hal negosiasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2] telah selesai, pemben
Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam
bentuk tertulis.

(6] Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 20
(1) Pemberdayasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hurufl g

dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum penerima
Bantuan Hukum untuk :

a. penanganan atau pemantauan kasus;
b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.

(2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

{3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1] dilaksanakan
berdasarkan permohonan dari penerima Bantuan Hukum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] diajukan cleh perwakilan
kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh wali nagar sesuai dengan
domisili pemohon.

(5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati
I | pARAF KOORDIASI

JERDA

B B




A

i

(2)

(1)

(<)

(3

(4)

15)

i)

Pasal 21

Pemberi  Bantuan Hukum  wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dan harus melampirkan :

n. daftar hadir;
b. foto kegintan, dan
¢, nostula hasil kegiatan,

Formatl laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Bupati ini

SAF KO

Paragral 8
Pendampingan Di Luar Pengadilan
Pasal 22

Penddmpingan di luar pengadilan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat {2) huruf h, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau
korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah terkait.

Permohonan pendampingan diluar pengadilan diajukan oleh penerima Bantuan

Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Kegiatan pendampingan  diluar pengadilan bagi saksi dan/atau  korban

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan
kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;

b. pendampingan saksi dan/atau korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan
pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;

c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban
yang berada diwilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;

d. pendampingan saksi dan/atau korban kerumah sakit atau puskesmas terdekat
untuk mendapatkan visum et revertum atau perawatan keschatan;

e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan
penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;

{. pendampingan saksi danfatau korban untuk mendapatkan perlindungan;
dan fatau

g pendampingan saksi dan/atau korban kelembaga konseling.

Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyvak 4 (empat) kali

dalarmm waktu paling lJama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kasus bagi penerima

Bantuan Hukum yang sama,

Kegintan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilarang mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Setiap kegiatan pendampingan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penerima
Bantuan Hukum dan pemberi Bantuan Hukum,



Pasal 23

{1} Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan diluar
pengadilan secara tertulis.

(2} Format laporan kegiatan pendampingan diluar pengadilan sebagaimana ::l!'mal-t:sud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragral 9
Drafting Dokumen Hukum
Pasal 24

(1) Drafting dokumen hukum sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2| huruf i
diberikan dalam bentuk penyvusunan hukum berupa .

a. surat perjanjian;

= 3

. surat pernyataan;
¢. surat hibah;
d. kontrak kerja;

o™

. wasiat; dan/fatau

f. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2] Permohonan kegiatan drafting dokumen hukum diajukan oleh penerima Bantuan
Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 25

(1) Drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bukan
merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan
pencairan biaya untuk kegiatan bantuan litigasi.

{2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan
Bantuan Hukum litigasi kepada penerima Bantuan Hukum yang sama dengan
kegiatan draffing dokumen hulkum, permohonan pencairan anggaran hanya
diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum litigasi,

Pasal 26

{1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan drafting dokumen
hukum secara tertulis,

[2) Format laporan drafling dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum  dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,




Baginn Keempat

Pendokumetasian Hukum

Pasal 27
(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelengearnan Bantuan
Hukum,
{2) Pendokumentasian penyelenggarann  Bantuan Hukum sebagnimann  dimaksud

pada avat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan |

a, peraturan  perundang-undangan  yang terknit denpgan pemberian  Bantuan
Hukum; dan

b, dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh pemberi Bantuan Hukum dalam
proses Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum
Pasal 28

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum
vang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 29

{1} Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus
sehagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan atau advokat yang terdapal pada
pemben Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah pelaksana pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam
wadah pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi
dan atau kegiatan non litigasi, pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat,
paralegal, dosen, dan atau mahasiswa fakultas hukum.

{3) Pemberi bantuan yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan pemberian Bantuan
Hukum dari direktur/ketua pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekruitmen.

Fasal 30

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, pembérian Bantuan
Hukum dilakukan oleh :

a. advokat;
h. paralegal; fE‘l__I-iJ:lﬁG‘UHL.‘.'mEJ
dosen; danfatau rr{{::}ﬂ,
d. mahasiswa fakultas hukum. ‘I""'I ..‘FL -
AN Y
TR




Prnal 31

Palan memberiban Pantaan Hubkum, sdvokat selsgaimans dimaksud dalam Pasal 30
hurul a harus memenuhi perayaratan @
a  terdaftar pada salnh sato pembent Bantusn Hubam yang terakreditang

b tidak  wedang  menjalani hukuman  pemberthention sementars wakiu atas
pelanggarnn kode etik yang dibubtikan dengan suial keterangan darl organisas
iniduk, dan

¢ tidak sedang mejalanl hukuman atas pelanggarnn anggaran daser, iiggaian
rumah tangea dan atau  peraturan internal, yang dibuktikan  dengan surat
permyatann dart pembend Bantuan Hukum

Pasal 32

{1} Dalam memberikan Bantuan Hukum, paradegal sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 30 huruf b harus memenuhi persyaratan ¢

i terdafiar pada salah aatu pemberi Hantuan Hukum yang terakreditas,

b memiliki bukti tertulis pendampingan dord advolot pada pembern Bantuan
Hukum yang sama; dan

. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertilikat pelatiban
paralegal yang diselenggarakan oleh

1} pemberi Bantuan Hukum;

2) perguruan tinggi;

3) lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hubkum; atau
4) lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum

(2] Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan
patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh
pemberi Bantuan Hukum tempal para legal tersebut terdaftar.

Pasal 33

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf ¢ harus memenuhi persyaratan ;

i terdaftar pada salah satu pember Bantuan Hukum yang terakreditasi,

by, memiliki bukti tertulis pendampingan dan advokat pada pemberi Bantuan Hukum
YN sami; |=_'-_'.F| Mi _b.'-"_- AT

¢ berigazah paling rendah sarjana di bidang ilmu hukum; dan

d. sebagai tenaga pengajar pada perguruan tinggl fakulas hukum,

i
-y

|
i

Pasal 34

Dalam memberikan Bantusn Hulum, mahasiswa mkultas holoum sebagsiman
dimaksud dalam Pasal 30 hurafl d harus memenuhl persyaratan

a terdalar pada salal satu pember Bantuan Hukuam vang terakreditas,



b, memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada pemberi Bantuan Hukum
YANE SAMa;

c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda
mahasiswa yang masih berlaku;

d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan atau
hukum acara tata usaha Negara yvang dibuktikan dengan foto copy transkrip nilai
yvang dilegalisasi; dan

e telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan
paralegal yang diselenggarakan oleh :

1) pemberi bantuan hukum;

2) perguruan tnggi;

3) lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
4| lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang itmu hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum
Pasal 35

{1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh pemohon Bantuan
Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.

{2) Dalam hal pemchon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak
mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis,
permohonan dapat diajukan secara lisan, langsung kepada pemberi Bantuan
Hukum dan harus dicatat oleh pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

{3) Permochonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2}
paling sedikit memuat :

a. identitas pemohon Bantuan Hukum,; dan
b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

{4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
paling harus disampaikan cleh pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke
kantor pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

Pasal 36

(1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus
melampirkan
a foto copy kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh
intansi yang berwenang;
b. surat keterangan miskin dari nagar sesuai dengan domisili pemohon Bantuan
Hukum;
¢. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuaaan__{_z.-_.._..___
Ll AF Hl_"-ﬁl:]:-l:lilfl




2

i3

4

(1)

(2]

(3

(1)

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Bantuan Hukum dapat
melampirkan :

& kartu jaminan kesehatan masyarakat,

b kartu bantuan langsung tunai;

¢. kartu keluarga sejahtera;

d kartu beras miskin,

e kartu Indonesia pintar; [ .
f kartu indonesia schat; TLIY
g kartu keluarga sejahtera;
h

kartu perlindungan sozial; atau
t. dokumen lain sebagal pengganti surat keterangan miskin.
Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul | dapat berupa surat
keterangan dan :
a. Kepala kepolisian yang memenksa perkara pada tahap penyidikan;
b. Kepala kejaksaan negen setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
¢ Kepala rumah tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan;
d Kepala lembaga pemasyvarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah
narapidana; atau
e Ketua pengadilan negeri atau ketua majelis hakim vang memeriksa perkara
Dalam pemochon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, pemberi Bantuan

Hukum membanty pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat
keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dar Dinas

HKependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 37

Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan
Bentuan Hukum sebagimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 setelah
mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan pemohon Bantuan
Hukum

Pemeriksasn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama | {satu)
harn setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum dan
resiko yang mungkin dihadapi pemohon Bantuan Hukum setelah dilakukan

snalms sehagaimnana dimaksud pada avat (1).

Pasal 38

Dalam hal permohonan Bantuan Hubkum telah memenuhi persyaratan, pemberi
Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis



(2]

(3)

(4)

(1)

(2)

(1

(<)

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) har sejak permohonan dinyatakan
lengkap.

Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum

berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima Bantuan Hukum

Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan schagaimana
dimaksud pada ayat {1), pemberi Bantuan Hukum wajib menyatakan alasan

penolakan :
a. tidak sesuai dengan visi dan misi pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

b.dalam perkara perdata, kerugian material lebih sedikit dan pada biaya
penvelesaian perkara.

Dalam hal pember Bantuan Hukum menolak permohonan, pemohon Bantusn
Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah,

BAB V
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
Fasal 39

Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bagian
Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dan

non litigasi.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan :
a. identitas penerima Bantuan Hukum; dan

b. jenis Bantuan Hukum secara litigasi dan non litigasi yang diberikan.

Pasal 40

Dalam memberikan Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum harus
mengumumkan paling sedikit !

a. dasar hukum,; 5

PARAF RCoRDIME= |

ERDA | “{"

b. jam pelayanan;
¢. personalia dan struktur organisasi; . I

-d-—

d. jenis layanan; dan
e. alamat, nomor telepon, faximile, email, dan atau Laman.

Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompdgen dan
menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 41

Pemberian Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 {satu)
perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang penerima Bantuan
Hukum atau kelompok penerima Bantuan Hukum.



Pasal 42

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penerima Bantuan Hukum,
kecuali penelitian hukum.

Pasal 43

Dalam hal penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang
tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, penerima Bantuan Hukum

dapat melaporkan pembeni Bantuan Hukum kepada Panitia Pengawas Daerah
dan/atau ke Bagian Hukum.

i

(2)

(1)

12)

BAB VI
ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Pendanaan Bantuan Hukum untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan
kepada APBD.

Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Bantuan
Hukum dapat berasal dan : ]""ﬂ;"'F'“""J'j 1|
AataiE BT 'l.,':'.; !

a. hibah atau sumbangan; dan/atau I_F '__I‘*IJ 1 ﬁ/
b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. e

| |
i

0
1e F.IK¥
!

TN

Pasal 45

Anggaran bantuan hukum yang dibebankan kepada APBD se
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1} diberikan untuk Bantuan Huku
liigasi dan non litigasi sebagai berikut :
&. besaran anggaran bantuan hukum secara litigasi ditetapkan sebesar :

1) pidana sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) per perkara;

2) perdata sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per perkara; dan

3] tata usaha negara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per perkara.

b. besaran anggaran bantuan hukum secara non litigasi ditetapkan sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegintan.

Dalam hal anggaran Bantuan Hukum yang berasal dar hibah, sumbangan,
dan/atau pendanaan lain yang sah yang tidak mengikat tersedia, maka besaran
anggaran Bantuan Hukum secara litigasi dan non litigasi ditetapkan sebesar
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
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(1)

(<

(1)

(2)

2)

Dana Dantuan Hulom untak masyarakal miskin sebogaimana dimaksod  poda
ayil (1) dan ayat (2} dibayarkan sampal berkeluatan hukam tetap

hingglom Kedun
Tata Coarn Pengajunn Rencana Anggaran Bantuan Hukum
Pranal At

Pembert Bantuan Hukum mengajulan rencana anggaran Bantuan Huloam secara
tertulin kepada Dupath melalil Kepaln Bagian Hukum,

Pengajuan anggaran Bantuan Hokum dilaksanakan sesual dengan perjanjian
pelaksanann Bantuan Hukum yang ek ditandatangani oleh pember Bantuan
Hukum dengan Kepala Hagionn Hulkum,

Pasal 47

Pengajuan  rencann anggaran bantuan hukum  dilakukan  dengan mengisi
formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat |

i, identitas pemberi Bantuan Hukum;
L. mama pProgram;

¢, lujusn program; F-"’ f"-"FIE[-f’.’_I_!*-'.TE-'I o
d. deskripsi program; | oERDA | O

e, target prlaksanaan; ;.' 'I'.' ':l

. outpul yang diharapkan; |'r_ T (

g. jadwal pelaksanaan; dan —

h, nocian binya progriom.

Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum
Pasal 48
Penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan:
a, pengajuan permohonan;
. persetujuan permohonan; dan
¢. pencairan anggaran penanganan perkara danfatau kegiatan.

Pemberi Bantuan  Hukum mengajukan permohonan  pencairan anggaran
penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Bagian
Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung,



(3} Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat permyataan tertulis bahwa bukt

pendukung vang dinjukan kepada hepala Bagian Hukum adalah benar dan sah
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Kepala Bagian Hukum memeriksa permohonan pencairan anggaran dan laporan
penyelesaian perkara dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayvar (2).

(5) Kepala Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepulub) harn
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan laporan
penyelesaian perkara dan bukti pendukung secara lengkap, melakukan verifikas:
kelapangan dan memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3) kepada Pemben Bantuan Hukum.

(6) Kepala Bagian Hukum menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada
Bupati sebesar 30 % (tiga puluh perseratus] dari nilai Bantuan Hukum vang
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) atau avat (3] dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
penyampaian surat permohonan.

(7] Kepala Bagian Hukum menyampaikan permintaan pencairan sisa anggaran

kepada Bupati sebesar 70 % dari nilai Bantuan Hukum yang ditenma
] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) atau ayat (3) dalam jangka waktu

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian
laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.

(8] Penyampaian jawaban dan permintaan pencairan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), ayat [6) dan ayat (7) dilakukan melalui :
A. pos;
b. faksimile; |Paes

c. surat elektronik lainnya; dan/atau | ol WA

d. secara langsung;

Pasal 49

. {1} Penyaluran dana Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan set
Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses
pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan dan bukti pendukung.

{2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dan :
a. bukti penanganan perkara;
h. kwitansi pembayaran pengeluaran;
¢. laporan keuangan penanganan kasus; dan
d. dokumentasi.

Pasal 50

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 avat (2) huruf a
untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkam pidana disesuaikan dengan tahapan
pemenksaan terdin dan -

. tahap penyidikan, harus melampirkan :



1) surat permohonan;
2) surat kuasa;
3) surat pernyataan,
4) surat panggilan,
5) surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
6] putusan praperadilan, jika ada.
. tahap penuntutan, harus melampirkan :
1) surat kuasa;
2) surat dakwaan;

3) surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan], jika ada;
dan

4) surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.

- tahap persidangan dipengadilan tingkat I, harus melampirkan :
1) nomor perkara;
2) eksepsi jika disamapaikan secara tertulis dalam persidangan;
3] pledoi; .Ilf"
4) replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; | WLAL
5) duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
6) jadwal sidang; dan
7) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

. tahap persidangan dipengadilan tingkat banding, harus melampirkan :
1) akta banding;

2) memori banding atau kontra memeori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke
tingkat banding; dan

3) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
. tahap persidangan dipengadilan tingkat kasasi, harus melampirkan ;
1] akta kasasi;

2) memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan
ketingkat kasasi; dan

3| salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

. tehap peninjauan kembali, harus melampirkan :
1} surat permintaan/pemohonan peninjauan kemball kepada pengadilan tingkat I;

2) salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyvatakan putusan sudah
berkekuatan hukum tetap,

3} memor peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal
perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan

4) salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali,



Pasal 51

Hukti penanganan perkara sehagumana dimaksud dalam pasal 4% ayat 2 huruf a
untuk tahapan Hantusn Hukum secara htigaw dalam periears perdats meliput

.

tnhap gugatan, harus melampirkasn

1) wiarmt peerrnohonan [surat gugatan.

2) surat kuasa,

d) murat pernyataan,

A registrand perkara dengan nomar register,

5) murnt panggilan, dan

G} aktn perdamatan atiu melanjutkan perkars.

tahap putusan pengadilan tingkat |, harus melampirkan
1) jmclwal sidang,

2) surat kunsa,

) somasi, e
A) juwaban gugatan; Th
5) tawaran mediasi atau jawahan; =
0} eksepsi atau replik; e
7) kesimpulan; dan . -
Hj salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. l"\

. hap putusan pengadilan tingkat banding, harus melampirkan :

1) nkia handing;

2) memori banding atau kontra memori banding dalam hal perkara dilanjutkan ke
proses upaya hukum biass; dan

3} salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.

. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, harus melampirkan :

1) akia kasasi;

2) memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke
proses upaya hukum biasa; dan

3] salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

. tahap peninjauan kembali, harus melampirkan

1) surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tinghkat |,
2} walinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

3) memori penijauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal
perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan

4) malinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.



Pasal 52

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam pazal 49 ayat 2 huruf a
untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dibidang hukum tata usaha negara
terdin dari
a. tahapan pemeriksaan pendahuluan, harus melampirkan :

1) permohonan,

21 surat kuasa;

S] suratl pernyatasn;

4} surat gugatan;

5) registrasi perkara dengan nomor register;

6) surat panggilan;

7] sural penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan /dismissal proses; dan

) keputusan upayva administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha
Negara, jika ada.

b. tahap putusan pengadilan tingkat |, harus melampirkan :
1) jadwal sidang;

2] surat kuasa,

3] somasi; '\EEE:-._-'E:'::,-E'—E:
4) jawaban gugatan, I'?l.ﬂ_r"n I',_

5) tawaran mediasi atau jawaban; T s
S IR

T) kesimpulan; dan

8) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, harus melampirkan :

1) akta banding;

2] memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke
proses hukum biasa; dan

3) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, harus melampirkan ;
1) akta kasasi;

Z)memori kasasi atau kontra memori kasasi dalam hal perkara dilanjutkan ke
proses upaya hukum hiasa; dan

1) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi;

e. tahap peninjauan kembali, harus melampirkan :
1} sural permintaan f permohonan peninjavan kembali kepada pengadilan tingkat |;
2) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3} memor peninjauan kembali atau memor kontra peninjauan kembali dalam hal
perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan



4) salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali,

Pasal 53

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a,
untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi disesuaikan dengan
jenis kegiatannya.

Pasal 54

Pencairan anggaran penanganan perkara secara litigasi dan non litigasi yang berasal
dari hibah, sumbangan, atau pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Kepala Bagian Hukum melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau
pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dar pemberi
Bantuan Hukum,

Pasal 56

(1} Dalam hal pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan
Bantuan Hukum secara non litigasi, pemberi Bantuan Hukum tidak dapat
mengajukan lagi permchonan biaya Bantuan Hukum litigasi yang diberikan
kepada penerima Bantuan Hukum yang sama.

{2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran
Bantuan Hukum hanva diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.

i3] Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara non litigasi telah dibayarkan kepada
pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara non litigasi beralih menjadi
Bantuan Hukum litigasi, biaya Bantuan Hukum secara non litigasi yang telah
dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

{4) Mekanisme pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tercantum

dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini,

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 57

{1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran
program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap
triwulan, semester dan tahunan.

{2} Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
{1] merupakan bentuk pertanggungiawaban keuangan dan kinerja atas
pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.

(3] Laporan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari : : =
a. laparan realisasi anggaran Bantuan Hukum; PARAF KOO
b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum; S




¢. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum: dan
d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Fasal 58

(1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan
menggunakan pembukuan akuntansi berupa
a. jumal;
bh. buku besar, dan
¢. buku pengawasan kredit anggaran:

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistim pelaporan
pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Menten
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

{3) Dalam hal pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum belum
menggunakan pembukuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran
program Bantuan Hukum dengan sistem pembukuan sederhana kepada Panitia
Pengawas Daerah.

(4) Format laporan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat i3
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

{1} Panitia Pengawas Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran program
Bantuan Hukum.

{2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 60
{1} Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pembern
Bantuan Hukum wajib menyvampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberan
Bantuan Hukum kepada Panitia Pengawas Daerah.
{2} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Panitia Pengawas
Daerah kepada Kepala Bagian Hukum dalam jangka waktu paling lambat tan

15 Desember tahun berjalan. e =
| SEK _HI
BAB VIII e )
PENGAWASAN DAN EVALUASI Al
Pasal 61 :

(1} Kepala Bagian Hukum melakukan pengawasan pemberian Bantuan Huku
penyaluran dana Bantuan Hukum.
|2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan



(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1] mempu nyai fugas :

a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan

penyaluran dana Bantuan Hukum;

h. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;

¢. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan

pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan

Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Panitia

Pengawas Daerah dan/atau masyarakat.

e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian

Bantuan Hukum dan penvaluran dana Bantuan Hukum; dan

f. membuat laporan pelaksanaan kepada Bupati.

Pasal 62

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyalura

dana Bantuan Hukum dilakukan cleh Panitia Pengawas Daerah.

PARAF KODRDINAS|
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(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1), Panitia

Pengawasan Daerah bertugas ;

a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan

penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati; dan

c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum dan atau penyaluran dana Bantuan Hukum

melalui Bagian Hukum,

Pasal 63

(1) Kepala Bagian Hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan
Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 [enam)

bulan sekali atau secara insidental atau sesuad kebutuhan,

{2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan untuk menilai
pencapafan pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh pemberi

Bantuan Hukum,
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit
pada tanggal £

BUPATI P, ARTAMAN,

[intang
b 2019

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang %
pada tanggal & AIr 2019 f’

SEXKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

i

JONPRIAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR ...

o

SERDA |




